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SURAT EDARAN 

SEKRETARIS JENDERAL MAHAKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 20 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

KEWAJIBAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

 
A. Latar Belakang 

Mahkamah Konstitusi dewasa ini dalam kaitan dengan urusan perkantoran, surat-menyurat dan 

pengelolaan arsip memasuki layanan digital/elektronik yang cepat dan tepat untuk mendorong 

pelaksanaan tugas operasional Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dalam memberikan dukungan 

administratif umum dan yudisial kepada Mahkamah Konstitusi guna menjadi lebih efisien dalam segi 

waktu dan pengambilan keputusan, sehingga semua sumber daya manusia yang ada harus turut 

juga mengikuti dinamika pengelolaan arsip melalui aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis yang 

berhasil dikembangkan untuk menopang berjalanya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau 

e-government. Dalam konteks lembaga peradilan disebut Sistem Peradilan Berbasis Elektronik 

(SPBE). Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang saat ini digunakan merupakan instrumen 

yang layak untuk menjalankan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja jujur dari seluruh pegawai 

Mahkamah Konstitusi dimana layanan perkantoran, surat-menyurat, dan arsip dapat tetap berjalan 

dengan  mengoptimalkan  penggunaan  SIKD  yang  terus  dikembangkan  sejalan  dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ikhtiar bersama guna terus 

meningkatkan tata kelola peradilan yang baik (good judiciary governance). 
 
 

B. Maksud dan Tujuan 

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada pegawai meliputi Pegawai Negeri Sipil 

dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas memanfaatkan secara optimal Sistem 

Informasi Kearsipan Dinamis dengan tujuan untuk: 

1. Memberikan  informasi  terkait  pengelolaan  arsip  dan  administrasi  persuratan  dalam  rangka 

menjalankan sistem peradilan berbasis elektronik (SPBE); 

2. Meningkatkan   efektivitas   dan   efesiensi   pengelolalaan   arsip   dan   persuratan   serta   untuk 

meningkatkan akuntabilitas lembaga;



 

 
 

 

3. Mempercepat  dan  mempelancar  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  kedinasan  sehari-hari 

secara digital/elektronik dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi, dan komunikasi; 

4. Mewujudkan  tertib  administrasi  umum  pelaksanaan  kearsipan  dan  persuratan  dalam  rangka 

mewujudkan tata kelola peradilan yang baik (good judiciary governance). 
 

 
C. Ruang Lingkup 

Dalam Surat Edaran ini hanya mengatur tentang kewajiban penggunaan aplikasi sistem aplikasi 

kearsipan dinamis bagi pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi. 
 
 

D. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843); 

2. Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  tentang     Kearsipan  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun 2009 Nomor  152,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 

5071); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan 

E-Government; 

6. Peraturaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 

2018 tantang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  Nomor 9 Tahun 2017 tentang  Penggunaan 

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di lingkungan Kepaniteraan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi. 
 
 

E. Isi Edaran 

1. Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Pegawai  Pemerintah  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  diwajibkan  untuk 

membuka, membaca, dan menidaklanjuti dokumen yang ada dalam aplikasi Sistem Informasi 

Kearsipan  Dinamis  (SIKD)  setiap  harinya  sekurang-kurangnya  2  (dua)  kali  sehari  baik  yang 

bekerja secara work from office (WFO) maupun work from home (WFH). 

2. Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Pegawai  Pemerintah  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  diwajibkan  untuk 

melaporkan aktivitas kedinasan sehari-hari dan pelaksanaan tugas, terutama bagi pegawai yang 

bekerja di rumah (WFH) kepada atasan langsungnya melalui SIKD dimaksud. 

3. Pimpinan  unit  kerja  beserta  pejabat  struktural  di  bawahnya  wajib  melakukan  monitoring  dan 

evaluasi pekerjaan pegawai di setiap unit kerjanya dalam menggunaan SIKD dimaksud.



 

 
 
 
 

Digital Signature 

mk2059689143210817081816 

 
 

 

4. Pimpinan unit kerja beserta pejabat struktural di bawahnya melakukan supervisi dan senantiasa 

mengingatkan pegawai di unit kerja masing-masing terhadap pelaksanaan tugas kedinasan dan 

pelaporannya melalui SIKD sebagaimana dimaksud di atas. 

5. Pelaksanaan tugas kedinasan dan pelaporannya melalui SIKD merupakan bagian dari upaya 

meningkatkan disiplin PNS dan PPNPN, sehingga pengabaian dan/atau pelanggaran terhadap 

Surat Edaran ini dapat dikenakan sanksi berupa surat peringatan atau hukuman disiplin sesuai 

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Disiplin Aparatur 

Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 
 

 

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung 

jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih. 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Agustus 2021 

SEKRETARIS JENDERAL, 

M. GUNTUR HAMZAH
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Foto Operasionalisasi SDM melalui Dashboard Pegawai 
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NOTA DINAS 

NO 11709.2/2500/PP.00/12/2021 

------------------------------------------------------------- 

Kepada Yth.   :  Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan 

Dari                :  Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara 

Perihal            :  Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Transformasi Digital Bidang Administrasi 
Pemerintahan Periode Januari s.d. Desember Tahun 2021 

 

Tanggal          : 27 Desember 2021 
 
 
 

Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan aspek Transformasi Digital Bidang 

Administrasi Pemerintahan, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan 

Perpustakaan (Puslitka) telah melakukan monitoring dan evaluasi dalam Transformasi Digital 

Bidang Administrasi Pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan 

kegiatan Puslitka. Bersama ini terlampir kami sampaikan laporan evaluasi dan tindak lanjut 

terhadap Transformasi Digital Bidang Administrasi Pemerintahan yang terdiri atas: 
 

1. Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Transofrmasi Digital Periode April Tahun 2021; 
 

2. Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Transofrmasi Digital Periode Agustus Tahun 2021; 
 

3. Laporan  Evaluasi  dan  Tindak  Lanjut  Transofrmasi  Digital  Periode  Desember  Tahun 

2021. 
 

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Ibu lebih lanjut, kami 

ucapkan terima kasih. 
 

 
Kepala   Bidang   Penelitian   dan   Pengkajian 

 

Perkara 
 
 

Yuni Sandrawati



 

 

 

HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT TRANSFORMASI DIGITAL 

BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

PERIODE BULAN  APRIL TAHUN 2021 
 

 
 

No 
 

Aplikasi 
 

Evaluasi 
 

Tindak Lanjut 

 
 
 
 

1 

 

 
e-peneliti.mkri.id 

 
(sistem untuk inventarisasi 
hasil kerja peneliti) 

 

 

Data statistik peneliti yang telah mengerjakan, mengupload, 
dan memberikan hasil kerja ke Hakim masih menggunakan 

sistem manual aplikasi excel dan tidak terintegrasi pada 

sistem sehingga seringkali tidak akurat 

 

 
Penambahan fitur statistik untuk menjadi 
media pemeriksaan dan koreksi terhadap data 
yang telah diiput oleh peneliti dengan data 
base progres penanganan perkara 

 

 
 
 

HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT TRANSFORMASI DIGITAL 

BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2021 
 
 

  

No 
 

Aplikasi 
 

Evaluasi 
 

Tindak Lanjut 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 

e-peneliti.mkri.id 
 
(sistem untuk inventarisasi 
hasil kerja peneliti)) 

 
 
 

 
Terdapat pembagian kajian perkara oleh Peneliti Hakim 
masih dicatatkan secara manual dan belum terinventarisasi 

 

 
 
 

Penugasan kajian perkara berdasarkan Surat 
Tugas yang diinput dalam aplikasi e-peneliti 
dan dapat dilihat langsung oleh Peneliti 



 

 

 

HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT TRANSFORMASI DIGITAL 

BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2021 
 

 
 

No 
 

Aplikasi 
 

Evaluasi 
 

Tindak Lanjut 

 
 
 
 
 

1 

 

 
 

https://jurnalkonstitus 
i.mkri.id/index.php/jk 

(Sistem pengelolaan 
Jurnal Konstitusi) 

 

 
 
 

Pencatatan perbaikan pada informasi pada website jurnal 
konstitusi masih digunakan secara manual untuk 
menyesuaikan dengan syarat mengajukan akreditasi jurnal 

 

 
 
 

Dilakukan kordinasi dan perbaikan data 
jurnal yang melibatkan pengelola jurnal 
dengan pegawai IT MK 

 


